BAB Il

PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM PANDANGAN HUKUM TATA
NEGARA INDONESIA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 7A
AMANDEMEN I

A. Tinjauan Umum I mpeachment

a. Impeachment dan Pemakzulan

Secara historismpeachmentberasal dari abad ke 14 di Inggris,
Parlemen menggunakampeachmenuntuk memproses pejabat-pejabat
tinggi dan individu yang amat powerful, yang tetld@ngan korupsi atau
hal-hal yang bukan wewenang dari pengadilan Hiasa.

Banyak orang yang salah mengerti mengenai istiladfinidi
Impeachmentyang di artikan sebagai pemecatan atau pemakzlaan
sebuah jabatan. Padahal secara yuridis impeachdiaritkan dengan
sebuah dakwaan untuk diturunkan dari jabatan. Dablatk’'s Law
Dictionary mendefinisikan impeachment sebagai s@b&y criminal
proceeding against a public officer, before a quasllitical court,
instituted by a written accusation called ‘articlesimpeachment?,

Impeachment diartikan sebagai suatu proses pengaidiana terhadap

seorang pejabat publik yang dilaksanakan di hadépamat disebut

! Winarno Yudho, dkk.Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Kasbti
Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengkajian Selaetindral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia. 2005 h. 22

2 Henry Campbell BlackBlack’s Law Dictionary: Definitions of the TermsdafPhrases of
American and English Jurisprudence, Ancient and &odSt. Paul, Minn.: West Group, 1991), hal.
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denganquasi political court Suatu proses impeachment dimulai dengan
adanya articles of impeachmentyang berfungsi sama dengan surat
dakwaan dari suatu peradilan pidana. Jadi, artikgleachment adalah
satu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyelmabinulainya suatu
proses impeachmehDi Amerika Serikat, Surat dakwaan untuk memecat
presiden disebuArticle of Impeachmenfpasal dakwaan), dakwaan itu
yang dilakukan olefHouse of Representatiy®PR) terhadap presiden
dihadapan senétDengan kata lain sidang untuk membuktikan dakwaan
itu dilakukan dihadapan senat dan senatlah yang ew&m atau
memberhentikan presiden.

Di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 merag@mistilah
“pemberhentian presidényaitu pemberhentian yang dilakukan proses
pemecatan baik karena melakukan pelanggaran hukaumpun tidak lagi
memenuhi syarat sebagai president. istilah “Pendlogidn” di Indonesia
dikonotasikan dengan istilah pemakzulan yang mkmdrti konotasi
yang sama dengan Impeachment.

Istilah pemakzulan sendiri relatif baru dikenallmonesia setelah
adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebegaing dari

istilah pemecatan atau pemberhentian presidenatatiannya. Pada saat

% lihat Luhut M.P. Pangaribuari’lmpeachment’, Pranata untuk Memproses Presiten
Kompas, edisi Senin, 19 Februari 2001.

* Hamdan Zoelvalmpeachment Presiden alasan tindak pidana pembégrerpresiden
menurut UUD 1945Jakarta : Konpress, 2014. H. 9
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perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaku&da fahun 1999-
2002, ada usulan untuk menggunakan istilah pemakzidebagai
pengganti kata pemberhentian ketika merumuskan pasdan pasal 7B
Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi usulan tersktolak, karena
istilah tersebut belum familiar digunakan dalam avec akademik
maupun sebagai istilah hukum.
Istilah pemakzulan sebagai istilah hukum dan aka&klehabih

mewakili makna yang dikehendaki dibanding dengartilais

pemberhentian. Pemakzulan berasal dari katakzul” °

yang berasal
dari bahasa arab, dari akar kata “azala” yang nildraitti “to isolate, set
apart, sparate, secludetlan “dismiss, dischange, recall, remote (from
office)’ Jadi, pemakzulan presiden adalah proses pemecatan
penyingkiran atau penurunan seseorang presidenkdsasi tahta atau
jabatan. Sedangkan pemberhentian mengandung maka lgbih luas
seperti : proses, cara, perbuatan memberhentikarntenpat berhenti.
Namun dalam hal ini, penulis menggunakan istilahpdathment,
pemakzulan dan pemberhentian dalam makna yang d&etiga istilah

tersebut akan dipergunakan secara bergantian desuaks kalimatnya.

b. Sejarah Ketatanegaraan Impeachment di Indonesia

® |bid, hal. 12-13

® Lihat Bab Il mengenai penjabaran istilah pemakzitaakzulul imam.

’ Harith Sulaeman Ffarugi's Law Dictionary, Arabic EnglishLibrairiedu Liban, Beirut, 8
Edition, 1986, him. 230
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1. Landasan Konstitusi Impeachment di Indonesia

Ketentuan mengenai Impeachment terhadap presiden at
wakil presiden biasa diatur didalam konstitusi yatgunakan oleh
suatu Negara, dimana jabaran dan alasan untuk nmamkae
impeachment dalam konstitusi sangatlah penting rdamiliki sifat
yang krusial didalam sistem ketatanegaraan suagarae Itulah
sebabnya dihampir negara demokratis ketentuan mange
impeachment diatur secara jelas dan tegas didabastitusi.

Di Indonesia, untuk mengetahui ketentuan mengenai
impeachment maka harus merujuk pada konstitusi g#oeylakukan
di Indonesia. Secara historis, karena sejak Indaneerdeka pada
tanggal 17 agustus telah beberapa kali terjadi gnamapn konstitusi.
Dalam hal ini sejak proklamasi kemerdekaan Ind@ndgndang-
Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali amandperebahan
yang dilakukan oleh Majlis Permusyawaratan Rakyamun ada tiga
konstitusi yang pernah diberlakukan dalam sistertatéregaraan
Indonesia yakni :
a. Undang-undang Dasar 1945

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

8 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesi@lakarta: Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi HukWiatanegara Fakultas Hukum Universitas
Indonesia), h. 41 ; Juga Winarno Yudho, dklekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah
Konstitusj Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengkajian Seilaeteendral dan Kepanitraan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia. 2005 h. 41
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c. Undang-undang Dasar Sementara 1950
2. Praktek Impeachment dalam sejarah ketatanegardandnia

Praktek Pemakzulan yang pernah terjadi di Indoneisigga saat ini
terdapat dua orang presiden Indonesia yang dilakudahadapan
Majlis Pernusyawaratan Rakyat (MPR), pemakzulansetart
dilakukan sebelum adanya perubahan pada undangwndasar
1945. Sebelumnya Undang-Undang Dasar 1945 sebellemya
perubahan tidak mengatur secara tegastentang adgsemakzulan
presiden dalam masa jabatannya maupun mekanisia® ¢ahstitusi.
Hanya saja terdapat pasal yang menyatdBaa presiden mangkat,
berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannydama masa

jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampaabis masa

jabatannya” hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945

pasal 8 sebelum amandemen.

Dengan demikian, kata “berhenti” secara implisitmberikan
kemungkinan seorang presiden diberhentikan tengaimh masa
jabatannya, dengan kata lain berhenti karena mehgkan diri
maupun berhenti karena diberhentikan. pemberhenpegsiden
indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasd& &g

dilakukan melalui majlis permusyawaratan rakyatentain :
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1. Pemakzulan Presiden Soekarno

Pemakzulan yang jatuhkan terhadap presiden soekigato
terlepas dari peristiva Gerakan 30 September/ iPEdenunis
Indonesia, yakni sebuah percobaan kudeta yangudtéek oleh
partai komunis. Peristiwva yang ditandai dengan pemban
sembilan jendral dan perwira tinggi angkatan dat&arena
peristiva tersebut Soekarno mengankat mayor jendnal
Soeharto sebagai panglima oprasi pemulihan dan deam
karena situasi politik yang sedang memanas saat itu

Situasi dimana Soekarno hingga mengeluarkan serattah
11 maret 1966 (Supersemar), dengan surat itulahirngih
Soeharto melakukan langkah-langkah penting, himygayatakan
Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi tewgpidiseluruh
wilayah republik Indonesia. Hal tersebut mendatangbro-kontra

politik yang luar biasa hingga pada 21 Juni 1966 RGP

mengukuhkan Supersemar dengan ketetapan MPRS No.

IXIMPRS/1966.

Menanggapi situasi politik yang semakin memanak&oe

selaku mandataris MPRS menyampaikan laporan

pertanggungjawaban terhadap MPRS yang dikenal desejautan
NAWAKSARA. Pidato yang berisikan hal-hal politik mekrasi

terpimpin itulah yang membuat rakyat kecewa kareicak

47



menyertakan kasus G 3 S/PKI, hal ini mendatangkaseiah baru
hingga DPR GR mengeluarkan mosi tidak percaya deyha
Presiden hingga akhirnya mengusulkan sidang istandengan
menyatakan presiden setidak-tidaknya melanggarahahegara
yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar dan TARMER IV
MPRS? Sebagai Mandataris Presiden dianggap tidak mampu
mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap MPRS. géling
akhirnya berujung pemakzulan presiden, adapun nskanya
sepenuhnya lebih dominan dilakukan oleh MBPRS.
2. Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wabhid

Pemakzulan yang dilakukan terhadab Presiden Abuwmaa
Wahid mulai memanas ketika dekaitkan dengan kasausa d
Yantera Bulog yang dilakukan melalui hak andkéPR pada
Mei 2000, kasus lain juga berkaitan dengan pertamgjgwaban
dana Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 Juta Uig,3ebagian
pendapat dana itu merupakan dana yang bersifat gaeba
pendapatan negara, bukan bersifat pribadi. HinggR& Belalukan

pansus untuk menyelidiki kasus tersebut, denganujurey

° Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tentang pentah kekuasaan Pemerintahan
Negara dari Presiden Soekarno.

9 Hal yang berkaitan dengan pemakzulan PresidenaBoekersebut lebih jelas lihat. Hamdan
Zoelva,op.cit hal-133-143

1 “Hak Angket” yaitu hak yang dimiliki oleh Dewan ®eakilan Rakyat (DPR) untuk
mengadakan penyelidikan atas satu atau beberapa kansg terkait dengan presiden, di mana DPR
memiliki hak Soebpoena, dalam kasus Presiden Abdoran Wahid, DPR mempergunakan Undang-
Undang No. 6 Tahun 1954 tentang penetapan Hak Angkmbaran Negara No. 19 Tahun 1954.
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memorandum DPR terhadap Presiden Abdurrahman Weind
menyebutkan adanya pelanggaran terhadap haluaranega
Tidak sampai disitu, ketika memorandum kedua dengan
melaksanakan sidang istemewa, Presiden mengelukekaakan
yang mendatangkan kontroversial yang dianggap ggin
Peraturan perundang-undangan, Yakni :
1. memberhentikan Jendral Polisi S. Bimantoro sebKgaplri
dengan menggantikan Kalpolri Chaerusin Ismail.
2. Mengeluarkan Maklumat Presiden (Dekrit Presiden)

3. Membekukan MPR RI dan Membekukan Pratai Golkar.

Kontroversi tersebut mendatangkan Pemakzulan tephad
Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap melargdaan

negara.

Dari beberapa rangkaian persitiwva diatas hinggaijeg
pada pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahidpatre&spat
catatan yaknipertama Memorandum pertama yang ditetapkan
dengan Keputusan DPR-RI Nomor 33/DPR-RI/1I/200@20
tentang Penetapan Memorandum DPR-RI kepada Pregidén
Abdurrahman Wahid tertanggal 1 Februari 200&edug
Memorandum kedua yang ditetapkan Keputusan DPR-¢thdy

47/DPR-RI/IV/2000-2001 tentang penetapan memorangamny
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kedua DPR-RI kepada Presiden K.H. Abdurrahhman &Vahi
tertanggal 30 April 2001Ketiga Sidang Istimewa berdasarkan
Keputusan Rapat Paripurna ke-36 tertanggal 1 Fel2081 yang
menyatakan bahwa Presiden K.H. Abdurahman Wahidk tid
mengidahkan memorandum keduéeempat diberhentikannya

Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

B. Proses Impeachment Menurut Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia tahun 1945 Setelah Perubahan

Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan addessam
pemakzulan Presiden dan/atau wakil Presiden dalasajabatannya, yaitu:
"...baik apabila terbukti telah melakukan pelanggarhukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuagrzagk pidana berat
lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti titkli memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.

Alasan-alasan pemakzulan  dimaksud  berkonotasi  hukum
(rechtmatigheid), bukan berpaut dengan kebijakdoelmatigheiyl atau
beleid memiliki konotatif hukum. Suatubeleid’” bukan doelmatigheid

manakala merupakan bagian modus operandi daridejati

2 Thesis Muhammad Ilham Hermawarlyiékanisme Pemberhentian Presiden di Indonesia
(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia420@al. 177.

3 jurnal Konstitusi, M. Laica Marzuki, Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-
Undang Dasar 1945. Jakarta: Jurnal Mahkamah Kosntitusi Republik Indonesia , Volume 7 Nomor 1,
Februari 2010. H. 18.
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1. Alasan-alasan Impeachment Menurut Undang-UndangarD&etelah
Perubahan
a) Penghianatan Terhadap Negara

Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, Pasal 10 ay&u8f a
menyebutkan bahwa yang dimaksud pengkhianatand@gphaegara
adalah tindak pidana terhadap keamanan negaraaselaa diatur
dalam Undang-Undang.

Mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, ihdlatur
dalam KUHP buku Il tentang Kejahatan pada Bab |aKajan
terhadap Keamanan Negara, disebutkan dalam paghlsathpai
dengan 129.

Selain itu, ada juga Undang-Undang yang mengatnuiak
pidana terhadap keamanan negara selain yang térdajpan KUHP
yaitu tindak pidana terorisme sebagaimana diatuandaUndang-
Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasaakl Pidana
Terorisme).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada 2 (dua) macam
pengkhianatan, yait:

1. pengkhianatan intern héogveraa)l yang ditujukan untuk

mengubah struktur kenegaraan atau struktur perabent yang

4 Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesiedisi 3
(Bandung: Refika Aditama, 2003), hal 195-196
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ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepajarae Jadi,
mengenai keamanan inteinWendige veiligheipdari negara.

2. pengkhianatan eksternlagdverraad yang ditujukan untuk
membahayakan keamanan negara terhadap serangaruaiari
negeri. Jadi, mengenai keamanan ekstiawéndige veiligheid
dari negara. Misalnya, memberikan pertolongan kapa€gara

asing yang bermusuhan dengan negara kita.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal menggahakan terhadap
keamanan negara yang ada pada KUHP maka dapatkaada
pengelompokan atas jenis-jenis tindak pidana teyhakkamanaan

negara, yaitu :

1. Makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden (gE®&IKUHP)
atas tindak pidana ini dipisahkan dalam 3 (tigddikgok, yaitu:
a. Makar yang dilakukan dengan tujuan membunuh Presatkeu
Wakil Presiden
b. Makar yang dilakukan dengen tujuan untuk menghkang
kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden
c. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk meniadakan

kemampuan Presiden atau Wakil Presiden untuk matahbri
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2.

Makar untuk memasukkan Indonesia dibawah penguaasiag
(pasal 106 KUHP) atas tindak pidana ini dipisah#atam 2 (dua)

kelompok, yaitu :

a. berusaha menyebabkan seluruh atau sebagian wilayah

Indonesia menjadi tanah jajahan atau jatuh ketarmgesuh.

. berusaha menyebabkan sebagian dari wilayah Indonesi

menjadi negara atau memisahkan diri dari wilayatiakéatan

negara Indonesia.

. makar untuk menggulingkan pemerintahan (pasal 10AHK)

berkaitan dengan pejabat yang dapat di-impeacimdbnesia
hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden makatudasan
melakukan makar untuk menggulingkan pemerintaharyda
dapat ditujukan kepada Wakil Presiden. Karena &eesi
adalah pemegang sah, legitimate dan konstitusiai@al
kekuasaan pemerintahan. Bilamana Wakil Presidenpbga
untuk menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh
Presiden maka Wakil Presiden dapat dituduh telalakuakan
makar dan dapat di Makzulkan.

Namun, menurut Wirjono Projodikoro ada 2 (dua) maca

tindak pidana menggulingkan pemerintahan, yanu :

5 |bid, h. 200
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1) Menghancurkan bentuk pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar. Contohnya adalah menghapuskan bentuk
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan
menggantikannya dengan bentuk yang sama sekali baru

2) Mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan otenur
Undang-Undang Dasar.

. Pemberontakan ataypstand(pasal 108 KUHP);

. Permufakatan atauamenspanningserta penyertaan istimewa

atau bijzondere deelneminfpasal 110 KUHP) Permufakatan

jahat atau penyertaan istimewa ini mengacu padah&tgn
yang disebutkan pada pasal 104, 106, 107 dan 108U

Mengadakan hubungan dengan negara asing yang mungki

akan bermusuhan dengan Indonesia (pasal 111 KUé&tR)k-

bentuk dari tindak pidana ini adalah mengadakanuhgén
dengan negara asing dengan maksud :

1) Menggerakkannya untuk melakukan perbuatan
permusuhan atau perang terhadap negara

2) Memperkuat niat negara asing tersebut

3) Menjanjikan bantuan kepada negara asing tersebut

4) Membantu mempersiapkan negara asing tersebut untuk
melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap

negara
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g. Mengadakan hubungan dengan negara asing dengam tuju
agar negara asing memebantu suatu penggulinganripgahe
di Indonesia (pasal 111 bis KUHP)

h. Menyiarkan surat-surat rahasia (pasal 112-116 KUHP)

I. Kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanaaraneg
(pasal 117-120 KUHP)

j.  Merugikan negara dalam perundingan diplomatik (pa24
KUHP)

k. Kejahatan yang biasanya dilakukan oleh mata-mataumu
(pasal 122-125 KUHP)

l.  Menyembunyikan mata-mata musuh (pasal 126 KUHP)

m. Menipu dalam hal menjual barang-barang keperluatukun

tentara (pasal 127 KUHP)

b) Korupsi dan Penyuapan
Korupsi berasal dari bahasa lati@drruptio’ yang kemudian mucul
dalam banyak bahasa Eropa seprti bahasa Ing@wrdptior,
bahasa Belanda Kbrruptie€’” Kemudian dalam bahasa Indonesia
y 16

“Korupsi.”> Kata Korupsi dalam bahasa Indonesia berarti

Penyuapan, Perusakan moral, Perbuatan yang tideds kaalam

16 Djoko Prakoso, dkkKejahatan-Kejahatan Merugikan dan Membahayakan Kegg&et
Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta 1987, h. 389.
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jabatan, pemalsuan dan sebagaifydlamun dalam Kamus besar
Bahasa Indonesia Korupsi diartikan penyelewengau gtenyalah
gunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yaydsgnuntuk
keuntungan pribadi atau orang I&fh.

Walapun Undang-Undang Dasar 1945 memisahkan keaundulb
pelanggaran hukum ini, yaitu : Korupsi dan Penynapebagai mana
tercantum dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 19d&sun dalam
pembahasan ini akan digabungkan dalam topik yamngps&arena
korupsi dan penyuapan diatur dalam satu undangagndarsendiri
yaitu Undang-Undang Tindak Pidana KorupSKecuali tindak pidana
penyuapan dilingkungan swasta yang diatur di luatertuan
perundang-undangan tindak pidana korupsi, sebagaimhatur dalam
Undang-Undang NO.11 Tahun 1980 tentang Tindak RiGaap?
Tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalémdang-
Undang diatas dikelompokkan dalam tiga kelompokuya

1. tindak pidana korupsi umuthyang terdiri dari :

7 Ibid, h. 391.

18 KBBI Edisi ke Empat Departemen Pendidikan Nasiodakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2008, h. 736

19 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pembeamtiindak Pidana Korupsi, yang
kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 20 T&Q01 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasaal Pidana Korupsi.

2 Hamdan Zoelva, op.cit. h. 23

# pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999
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a. Perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yamagpat
merugikan keuangan atau perekonomian negara

b. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan at
saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudekgan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lataua
korporasi yang dapat merugikan keuangan dan peoekian
negara.

2. tindak pidana korupsi yang sebelumnya merupakatakirpidana
suap yang terkait dengan jabatan pegawai negeimhadvokat
sebagaimana yang diatur dalam KUHP; jabatan pemggésa
negara serta pemborong, ahli bangunan serta pesgawa
pembangunan yang terkait dengan kepentingan umum da
kepentingan Tentara Nasional Indoné$ia.

3. Tindak pidana lain yang berkiatan dengan tindalaméidkorupsf?
Yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ngahce
merintangi atau menggagalkan secara langsungideulangsung
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengaddehadap
tersangka, terdakwa ataupun para saksi dalam peHa@upsi,

termasuk juga memberikan keterangan yang tidakridsra tidak

2 pasal 5 sampai dengan pasal 12A UU nomor 31 t4898 jo. UU nomor 20 tahun 2001
% pasal 21 sampai dengan pasal 24 UU nomor 31 th9@® jo. UU nomor 20 tahun 2001
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mau memberikan keterangan oleh tersangka, saksi shli dan
petugas bank terkait dengan proses pemeriksaaaktiptlana
korupsi.

c) Tindak Pidana Berat Lainnya

UU nomor 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (3) huruf c
menyebutkan bahwa yang dimaksud tindak pidana kznaiya adalah
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjéia&) tahun atau
lebih.

Definisi yang diberikan Undang-Undang Mahkamah Kibunsi
mengenai tindak pidana berat lainnya ini tidak getaengacu pada
alasan atau landasan hukum apa. Sebab istilahklr'idana Berat itu
sendiri tidak dikenal dalam doktrin hukum pidanaukbdm Pidana
mengenal pembedaan antara Pelanggaran dan Keja®dtagaimana
disebut dalam KUHP. Doktrin pidana juga mengenamipedaan
antara ordinary crime dengagxtraordinary crime Namun istilah
Tindak Pidana Berat merupakan istilah baru yangrédgnalkan dalam
konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) yang benkaitlengan
hukum pidana. Sepertinya penyusun Undang-Undang arDas
mengadopsi konsegTindak Pidana Berat” dari konsep “High
Crime” yang ada di Amerika Serikat padahal konsep higmecitu

sendiri merupakan konsep yang multitafsir di ansesé&rikat.
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d)

Namun demikian, definisi yang diberikan UU MK sekdya
memberikan parameter yang jelas atas kofiSgplak Pidana Berat”
yang berarti bahwa Presiden dan/atau Wakil Predelah melakukan
perbuatan pidana yang diancam dengan pidana pénjdiraa) tahun
atau lebih. Sehingga bilamana DPR menemukan bahwaiden
dan/atau wakil Presiden melakukan suatu perbuateny yiancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebihanlaRR dapat
mengajukan tuntutan impeachment ke Mahkamah Kosstit
Perbuatan Tercela

Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 Pasal 10 aydtui3if d
menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan tercelaala
perbuatan yang dapat merendahkan martabat Prediaeéatau Wakil
Presiden.

Definisi dari konsep perbuatan tercela yang dijkdaroleh UU
MK ini masih mengandung multitafsir. Hal ini disé@an definisi
tersebut mengacu bahwa perbuatan tercela adaldlugbten yang
dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presidery yastru malahan
akan merendahkan martabatnya sendiri. Secara l&giksep ini tentu
sangat ambigu, terkecuali bagi orang yang memahmhiva ada
perbedaan antara orang yang memegang jabatan d@igan itu
sendiri. Yang diinginkan oleh definisi tersebut latidbahwa mungkin

saja orang yang memegang jabatan Presiden dani&hil Presiden
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melakukan perbuatan tercela yang merendahkan raarfabatan

Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut sehindiga harus

diberhentikan. Akan tetapi bagaimanapun juga osargy memegang

jabatan dengan jabatan itu sangat bertalian sehilsggt dipahami
bahwa ada orang yang juga ingin merendahkan mantabaendiri.

Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Presiden daakiMPresiden

Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 Pasal 10 aydtuf3if

e menyebutkan bahwa yang dimaksud tidak lagi memesyarat

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalahtss@bagaimana

ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatutk
syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden adalah:

1. Seorang warga negara Indonesia sejak kelahiranaya tidak
pernah menerima kewarganegaraan lain karena kekmyala
sendiri

2. Tidak pernah mengkhianati negara

3. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanaigas dan
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Mengacu pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang D&sHy, 1
bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden danWaésiden diatur

lebih lanjut dengan UU maka syarat-syarat CalorsiBea dan Wakil
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Presiden disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undangm@g tahun
2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakilikead*
2. Prosedur dan Mekanisme Impeachment dalam Ketettndang-Undang
Dasar 1945 Setelah Perubahan
Di dalam upaya melaksanakan prinsip konstitusi aeatl pula
prosedur dan mekanisme sesuai dengan alur yangaise&ngan
perundang-undangan, untuk menjawab bagaimana prosethn
mekanisme yang diatur dalam ketentuan pasal 7Aapetdpasal 7B
tentang tatacara pemakzulan presiden, vyaitu diavdghgan usul
pemakzulan yang diajukan oleh DPR kepada MPR.
Sebelumnya DPR harus melakukan serangkaian peikgeliderhadap

Presiden yang kemudian memutus bahwa presiden telalakukan

24 yaitu : (a) bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Hspwarga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganagdain karena kehendaknya sendiri; (c) tidak
pernah mengkhianati negara; (d) mampu secara ratamijasmani untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiderhegggmpat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; (f) telah melaporkan kekayaankgpada instansi yang berwenang memeriksa
laporan kekayaan penyelenggara negara; (g) tidakange memiliki tanggungan utang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang dineéajgggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara; (h) tidak sedang dinyatakan p&itdasarkan putusan pengadilan; (i) tidak sedang
dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengagidag telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (j)
tidak pernah melakukan perbuatan tercela; (k) feadaebagai pemilih; (I) memiliki nomor pokok
wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajipajak selama 5 (lima) tahun terkhir yang
dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan FRgaghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; (m)
memiliki daftar riwayat hidup; (n) belum pernah rjadrat sebagai Presiden atau Wakil Presiden
selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang;s@h setia kepada Pancasila sebagai dasar
negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoiedhun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17
Agustus 1945; (p) tidak pernah dihukum penjarahanmelakukan tindak pidana makar berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatknnhuetap; (q) berusia sekurangkurangnya 35
(tiga puluh lima) tahun; (r) berpendidikan serendatdahnya SLTA atau yang sederajat; (s) bukan
bekas anggota organisasi terlarang Partai Komurdsniesia, termasuk organisasi massanya, atau
bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/R#ltidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempkeyaiatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjdia&) tahun atau lebih.
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pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam paAsakemudian
pendapat dari DPR tersebut diajukan kepada Mahkadfoaktitusi untuk
diperiksa, diadili dan diputuskan dari sisi hukuapakan sudah sesuai
dengan hukum dan konstitusi. Dengan demikian kegirgaes yang harus
dilalui dalam proses meberhentikan Presiden menundang-Undang
Dasar 1945. Yakni : Satu, Penyelidikan dan Pemagiksyang dilakukan
oleh DPR. Dua, Pemeriksaan pengadilan oleh Mahkafoalstitusi dan.
Tiga, Penilaian serta keputusan oleh Majlis Perrawsyatan Rakyat.

Dari ketiga lembaga tinggi inilah (DPR, MK, MPR) oges
impeachment akan berjalan, tentunya dari ketigab&ga tersebut
memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Dari bebemawses dan
kewenangan tersebut antara lain :

1. Dewan Perwakilan Rakyat
Dinyatakan dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1848

pemberhentian presiden dapat diajukan oleh DewarwaRéan

Rakyaf® terhadap MPR, pengajuan permintaan DPR kepada

Mahkamah Kosntitusi hanya dapat dilakukan dengakurmgyan
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggta DPR yaaudjr dalam
sidang pripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya @ari jumlah

anggota DPR (pasal 7b ayat 3).

% pendapat yang dimaksud adalah dalam rangka peksdungsi pengawasan DPR (pasal 7

B ayat 2)
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Pada tahap selanjutnya adalah proses impeachnmemidphan),
tahap yang dimulai dari usulan untuk mengadakan geadyelidikan
(pengawasan) / hak angket DPR terhadap suatu kabijatau
tindakan Presiden yang diduga bertentangan dengakunh
konstitusi?® Selanjutnya jika DPR telah memutuskan menerima ata
menolak usul hak angket, Apabila DPR menerima Ingjket tersebut
maka, DPR membentuk panitia angket yang terdis atanua fraksi
DPR dengan keputusan DPR. Sebaliknya jika DPR maknatulan
hak angket tersebut maka usulan tersebut tidak tddpgukan
kembali. Selanjutnya panitia angket melaporkan | hpslaksanaan
tugas kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 $aak
dibentuknya panitia angket.

Kemudian hasil penyelidikan yang dilakukan olehipamngket
diputuskan oleh DPR dalam rapat paripurna. Jikd pasitia angket
menemukan bukti-bukti bahwa presiden memenuhi kedenpasal
7A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melakukan pelarsgghukum
berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, apagu tindak
pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atmk lagi
memenuhi syarat sebagai presiden dan disetujui d&lang

paripurnaDPR, maka selanjutnya DPR harus terlebdhuld

% Hamdan Zoelvagp.cit h. 101
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membawa kasus tersebut kepada Mahkamah Konstitasik u
diperiksa dan di adili sebelum dilanjutkan pada MPR
2. Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secarai rinc
mengenai proses pemeriksaan atas pendapat DPR kkamah
Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 hanya menantuiahwa
Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memuyendapat
DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran nhuku
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A Undang-Undasar945.

Mahkamah Konstitusi harus memutus permintaan tatgeting
lama sembilan puluh hari setelah permintaan DPRridia oleh
mahkamah kosntitusi. Undang-undang Mahkamah Kaosgtitjuga
tidak mengatur secara rinci mengenai proses pesaaik Mahkamah
Konstitusi hanya mengatur mekanisme pengajuan genam, yaitu
diajukan oleh DPR selaku pemohdn.DPR harus mengajukan
permohonan secara tertulis dan menguraikan seetas engenai
dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peskkepada

mahkamah konstitusi. Dan melampirkan putusan prpsagambilan

2" Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang MahkanmatstiKusi sebagaimana telha dirubah
dengan Undang-undang No. 8 tahun 2011.
% pasal 80 UU Mahkamah Konstitusi
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keputusan di DPR, risalah dan atau berika acarat @PR disertai
bukti mengenai dugaan pelanggaran yang dilakuketm miesider?

Kemudian Undang-undang Mahkamah Konstitusi jugagatn
batas watu penyelesaian permohonan yang harus udipateh
mahkamah konstitusi setelah permohonan diregi%apt-alat bukf*
serta bentuk putusan yang dikeluarkan oleh mahkakoafitusi>?
Dalam melakukan pemeriksaan atas permohonan DPRkaviaah
Konstitusi diwajibkan untuk memanggil presiden ggbhaihak dalam
berperkara untuk memberikan keterangan atau menprggiden
untuk memberikan keterangan tertdfi<Dalam hal ini presiden dapat
didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumriya.

Selama kurun waktu 90 hari mahkamah kontitusi dalam
menalankan persidangan ada 3 tahapan persidangbelurse
pengambilan keputusan, tahapan persidangan pertamigu
pemeriksaan pendahuluan, tahapan sidang kedua igsazer
persidangaf? yang didalamnya termasuk sidang pembuRtian

sebelum akhirnya digelar sidang pembacaan keputussagai

29 pasal 80 ayat 3 UU Mahkamah Konstitusi

%0 pasal 84 UU mahkamah Konstitusi

31 pasal 36 s/d 38 UU mahkamah Konstitusi

% pasal 83 UU mahkamah konstitusi

¥ pasal 41 UU Mahkamah Konstitusi

3 pasal 43 UU Mahkamah Konstitusi

% pasal 39 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi sedangkémkumengatur secara umum tentang
pemeriksaan persidangan dilanjutkan pasal 41 aygi Rahkamah Konstitusi

% Dalam perkara pembuktian yang diatur dalam KUH®apa83 kemudian sebagai alat-alat
bukti yang sah dapat dilihat pasal 184 ayat 1 KUHP
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tahapan akhir persidang&hiNamun dalam hal ini sesuai pasal 86 UU
Mahkamah Konstitusi dapat membuat hukum acara tharbaebagai
pengaturan lebih lanjut untuk kelancaran pelaksantamas dan
wewenangnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan pemaoh
DPR tidak dapat diterima jika permohonan tidak meuhé syarat,
dapat dinyatakan ditolak apabila baik karena alasarkum
pemakzulan tidak cukup berdasar ataupun karenagpm@smakzulan
di DPR tidak sesuai hukum dan konstitusi. Dalam patusan
mahkamah konstitusi yang demikian, proses pematkzplesiden
berhenti dan tidak dapat dilanjutkan ke MPR. Sé&bgh, apabila
Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan pernmerhatan
membenarkan pendapat DPR, maka proses pemakzildajutkan ke
MPR3®

3. Majlis Permusyawaratan Rakyat

Apabila MK menjatuhkan putusan membenarkan pendap&t
maka DPR menyelenggarakan Rapat Paripurna untukmnkan usul
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil PresidendieepPR. MPR
setelah menerima usul DPR wajib menyelenggarakdangi untuk

memutus usulan DPR dalam waktu selambat-lambatrya(ti§a

3" Hamdan Zoelvagp.cith. 110.
% Hamdan Zoelvabid. h. 112
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puluh) hari setelah MPR menerima usulan tersebuta Tcara
Impeachment dalam lembaga MPR diatur dalam bab pasd] 83)
mengenai Tata Cara pemberhentian Presiden danis&il Presiden
Dalam Masa Jabatannya Peraturan Tata Tertib (KeantiPR RI
nomor 7/MPR/2004 tentang Peraturan Tata Tertib MR
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MPR Riomo
13/MPR/2004 tentang Perubahan Peraturan Tata T@RR RI).
Pimpinan MPR kemudian mengundang Anggota MPR untuk

mengikuti Rapat Paripurna yang mengagendakan memugulan
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden gagkan oleh
DPR. Pimpinan MPR juga mengundang Presiden dan/éfakil
Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang bankaiengan
usulan pemberhentiannya didalam rapat ParipurnalaPerdebatan
yang mungkin terjadi di ranah MPR hanya perdebatalitik antara
naggota MPR, apakah presiden layak dimakzulkan tedabh. Hal tiu
tergatung pada saat pengambilan keputusan yaitisusBa anggota
MPR dalam sidang istimewa dan dihadiri sekurangukgnya ¥

anggota MPR.
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